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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN WONOGIRI 

  
         NOMOR :  7  TAHUN  2008       SERI : B  NOMOR : 1 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

NOMOR  7  TAHUN 2008  

 

TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  WONOGIRI, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta untuk 

menyesuaikan dengan tingkat perkembangan perekonomian di 

Kabupaten Wonogiri, maka perlu upaya penggalian sumber-sumber 

pendapatan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi; 

  b. bahwa tarif persampahan / kebersihan yang diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 7 Tahun 1983 

dengan segala perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

perekonomian dewasa ini; 
    

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan 

huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan / Kebersihan. 
    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun  1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

; 
    

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
    

  3. 

 

 

Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3885 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 



 2 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ; 
    

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
    

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 
    

  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389 ); 
    

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
    

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4548 ) ; 
    

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
    

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) 

; 
    

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4139) ; 
    

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578 ) ; 

    

  13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
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Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 
    

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 

Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan   

Pemerintah Kabupaten Daerah  Tingkat II Wonogiri ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 

7) . 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN WONOGIRI 

dan 

BUPATI WONOGIRI 

 

M E M U T U S K A N: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  PELAYANAN 

PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN. 

  

BAB  I 
 

KETENTUAN  UMUM 
 

Pasal  1 
   

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud  dengan: 
   

 1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 

 2. Pemerintah  Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

 3. Bupati adalah Bupati  Wonogiri. 

 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah  

sesuai ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 
 

 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan 

bentuk badan lainnya. 
 

 6. Instansi pelaksana adalah Instansi pelaksana jasa pelayanan jasa 

Persampahan / kebersihan. 
 

 7. Pelayanan persampahan / kebersihan adalah pelayanan jasa persampahan / 

kebersihan oleh instansi pelaksana. 
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 8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
 

 9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
 

 10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 

perizinan tertentu pelayanan persampahan / kebersihan. 
 

 11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa 

bunga dan atau denda. 
 

 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok 

retribusi. 
 

 13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS 

adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap 

pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang memuat 

ketentuan pidana. 
 

 14. Pemeriksaan adalah  serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 

mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan retribusi. 

 15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan  oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

yang selanjutnya  disebut Penyidik, untuk mencari  serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 
 

 16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wonogiri. 
 

   

 BAB  II 
 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 
 

Pasal 2  
  

 
Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut 

retribusi atas jasa Pelayanan Persampahan / Kebersihan. 
   

  

Pasal 3 

 (1) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah. 
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(2) Obyek retribusi meliputi : 

a. Kompleks Pasar / Terminal: 

1. kios pasar / kios terminal; 

2. los pasar; 

3. pelataran pasar; 

4. diluar pelataran pasar dalam radius 500 m (lima ratus meter) dari 

pasar. 

b. Industri  Pabrik ( makanan, minuman, sandang, perabot rumah 

tangga, kimia dan industri lainnya ); 

 c. Usaha / Jasa: 

1. penginapan, hotel; 

2. rumah makan, restoran, warung makan/catering; 

3. tempat-tempat hiburan; 

4. gedung pertemuan, gedung olahraga; 

5. salon, penjahit; 

6. bengkel, cuci kendaraan; 

7. asuransi, perbankan; 

8. perusahaan jasa transportasi; 

9. praktek dokter. 

d. Perdagangan (toko, kios, dealer); 

e. Fasilitas Umum: 

1. rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, laboratorium; 

2. kantor; 

3. sekolah; 

4. lembaga pendidikan lainnya. 

f. Rumah Tangga; 

g. Terminal: 

1. Bus; 

2. Non Bus. 

 Pasal 4 
 

 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan 

persampahan / kebersihan. 
 

 BAB  III 
 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal 5 
  

 Retribusi Pelayanan  Persampahan / Kebersihan  digolongkan sebagai Retribusi Jasa 

Umum. 
  

  

BAB IV 
 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
 

Pasal 6 
  

 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan lokasi dan jenis pelayanan 

persampahan / kebersihan yang diberikan. 


